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MOTTO

“Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan
kenegaraan adalah hukum,

bukan politik ataupun ekonomi.”*

' Jimly Asshiddigie, Mahkamah Konstitusi Dan Cita Negara Hukum Indonesia, Masyarakat
Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI, him. 1.
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RINGKASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dengan tegas dinyatakan
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa kekuasaan tertinggi di Indonesia
adalah hukum, dengan demikian hukum digunakan dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun
di daerah UUD 1945 telah memuat ataupun menggariskan tentang pembagian
kekuasaan baik kekuasaan vertikalmaupun secara horisontal. Pada pemisahan
kekuasaan secara horizontal (ke samping) melahirkan lembaga-lembaga negara di
tingkat pusat yang berkedudukan sgjgjar yaitu legidlatif, eksekutif dan yudikatif
yang diatur dengan mekanisme chek and balance. menunjuk pada pembagian
fungsi-fungsi antara organ kenegaraan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara
vertikallazim dikenal dengan pembagian kekuasaan secara teritoril, menunjuk
pada pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Hal ini
selanjutnya memunculkan konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah merupakan representasi dari Pemerintah Pusat yang
berada di daerah oleh karena itu Pemerintah Daerah dikepalai oleh seorang Kepala
Daerah. Kepala Daerah mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan roda
pemerintahan di daerah dalam hal apa sgja yang menyangkut tentang daerahnya.
Jabatan ini rawan sekali oleh tindak pidana dalam artian jabatan yang diemban
oleh seorang kepala daerah mempunya konsekuensi logis yaitu masalah
pertanggungjawaban.

Fenomena yang sering terjadi dewasa ini adalah seorang kepala daerah
sebut sgja seorang bupati yang dengan kekuasaannya menyalahi wewenangnya
sehingga terindikasi pada kasus korupsi dan ujung-ujungnya menjadi seorang
tersangka hal ini yang sangat disayangkan meskipun sudah ditetapkan menjadi
tersangka akan tetapi masih sgja dilantik menjadi seorang bupati. Dari uraian
diatas maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimanakah Dampak pelaksanaan pemerintahan daerah dengan

Bupati yang berstatus tersangka?
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2. Bagaimanakah Kekuatan Hukum dari kebijakan yang dikeluarkan oleh
Bupati yang berstatus tersangka?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan
tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenunhi
syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan

mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan
pendekatan masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual.
Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum
primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan
hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengena 2 (dua) ha yang
terdapat dalam rumusan masalah.

suatu pemerintahan daerah mengalami kevakuman pemerintahan akibat
bupati terpilih menjadi tersangka dan terdakwa, hal ini tidak boleh terjadi. Oleh
karena itu setelah status bupati terpilih statusnya menjadi terdakwa, maka yang
bersangkutan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus di berhentikan
sementara dan kemudian Menteri Dalam Negeri menetapkan pelaksana Tugas
(PIt) penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas. Dalam birokrasi
pemerintahan, pelaksana tugas (PIt) baru dapat digunakan dalam suatu jabatan
apabila di dalam organisasi pemerintah tersebut tidak terdapat Pegawal Negeri
Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan itu. Untuk memudahkan

memahami kondisi ini,

Kekuatan Hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut apabila pihak
yang terkena tidak melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka Kekuatan
Hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dan kuat selama belum
dicabut oleh Pgabat yang membuat dalam ha ini adalah Bupati yang
bersangkutan. Akan tetapi jika yang terkena dari Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut menggjukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan ternyata

gugatan itu menang maka serta merta gugurlah kekuatan hukum tersebut dan oleh
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pihak tergugat (bupati) dalam hal ini harus merehabilitasi atau mengembalikan si
penggugat tersebut ke posis semula dan membersihkan juga nama baiknya,
selama keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak di mintakan upaya
banding ke Mahkamah Agung sebagai payung hukum terakhir peradilan di
Indonesia ini. Adapun seorang bupati yang menjadi tersangka akan tetapi masih
dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan kata lain belum di non-aktifkan
dan masih bisa membuat kebijakan maka kebijakan tersebut masih sah dan masih
mempunyai kekuatan hukum tetap.
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